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Abstract. The halal zone is a crucial component in the halal supply chain, ensuring compliance with Sharia
standards from the raw material stage. This study examines the implementation of halal zones for micro-scale
raw materials by highlighting strategic models and challenges at the local level. The objective of this research is
to explore effective strategies for establishing halal zones that cater to the needs of small and medium-sized
industries while identifying barriers to their implementation. The study employs a literature review method by
analyzing recent literature on the halal supply chain, halal regulations, and relevant case studies. The findings
reveal that the successful implementation of halal zones largely depends on the synergy between business actors,
local governments, and halal certification bodies. The main challenges include a lack of awareness among
business owners regarding halal principles, limited supporting infrastructure, and the complexity of the
certification process. The implications of this research emphasize the need for more adaptive policies and
community-based support systems to accelerate the adoption of halal zones at the local level. With the right
strategy, halal zones can enhance the competitiveness of the halal industry and strengthen consumer trust in
Sharia-compliant products.

Keywords; Halal Zone, Micro-scale Raw Materials, Implementation Strategy, Halal Supply Chain, Local
Challenges

Abstrak. Zona halal merupakan elemen penting dalam rantai pasok halal yang memastikan kepatuhan terhadap
standar syariah sejak tahap bahan mentah. Penelitian ini mengkaji penerapan zona halal untuk bahan mentah
berskala mikro dengan menyoroti model strategis serta tantangan di tingkat lokal. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengeksplorasi strategi efektif dalam membangun zona halal yang sesuai dengan kebutuhan industri kecil
dan menengah, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan menganalisis literatur terkini terkait rantai pasok halal, regulasi
halal, serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan zona halal
sangat bergantung pada sinergi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga sertifikasi halal. Tantangan
utama yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip halal, keterbatasan
infrastruktur pendukung, serta kompleksitas proses sertifikasi. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya
kebijakan yang lebih adaptif dan sistem dukungan berbasis komunitas guna mempercepat adopsi zona halal di
tingkat lokal. Dengan adanya strategi yang tepat, zona halal dapat meningkatkan daya saing industri halal dan
memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk berbasis syariah.

Kata kunci: Zona Halal, Bahan Mentah Mikro, Strategi Implementasi, Rantai Pasok Halal, Tantangan Lokal

LATAR BELAKANG

Industri halal telah menjadi sektor yang semakin vital dalam perekonomian global,
terutama bagi negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Penerapan zona
halal pada rantai pasok bahan mentah berskala mikro merupakan langkah krusial untuk
memastikan integritas kehalalan produk sejak tahap awal produksi. Namun, implementasi

konsep ini di tingkat lokal menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus.
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DAN TANTANGAN DI TINGKAT LOKAL

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya integrasi zona halal dalam
rantai pasok untuk menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.
Misalnya, studi oleh VVanany et al. menekankan bahwa industri halal berlandaskan pada nilai-
nilai, integritas, dan kepercayaan yang memengaruhi aspek kehidupan seorang Muslim
(Vanany et al., 2019). Selain itu, Azmi et al. mengungkapkan bahwa produk halal semakin
populer di kalangan konsumen global karena dianggap lebih sehat, aman, dan berkualitas tinggi
(Azmi et al., 2019).

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan dalam literatur terkait strategi implementasi
zona halal khususnya pada bahan mentah berskala mikro di tingkat lokal. Tantangan seperti
kurangnya pemahaman pelaku usaha kecil terhadap konsep halal, keterbatasan infrastruktur,
dan kompleksitas proses sertifikasi seringkali menjadi hambatan utama. Igbal Irfany dan
Rusydiana mengidentifikasi bahwa regulasi dan kebijakan yang responsif, serta implementasi
yang efektif, merupakan faktor kunci dalam pengembangan industri halal terintegrasi di
Indonesia (Rusydiana, 2023).

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal masih perlu
ditingkatkan. Wibowo Prasetyo menegaskan bahwa sertifikasi halal melalui skema self-declare
adalah bentuk afirmasi negara terhadap pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), namun
pengawasan dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meminimalisasi potensi
kekeliruan. Hal ini menunjukkan urgensi penelitian yang mendalam mengenai model strategis
dan tantangan dalam penerapan zona halal pada bahan mentah berskala mikro di tingkat local
(Prasetyo, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model strategis yang efektif dalam
implementasi zona halal untuk bahan mentah berskala mikro, serta mengidentifikasi dan
menganalisis tantangan yang dihadapi di tingkat lokal. Dengan pendekatan ini, diharapkan
dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan industri halal, khususnya bagi pelaku

usaha kecil dan menengah di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Penerapan zona halal dalam rantai pasok bahan mentah berskala mikro menjadi perhatian
utama dalam industri halal global. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh
proses dalam rantai pasok, mulai dari sumber bahan baku, pengolahan, hingga distribusi,
mematuhi standar halal yang ditetapkan. Studi oleh VVanany et al menegaskan bahwa integritas
dalam rantai pasok halal sangat penting untuk memenuhi ekspektasi konsumen Muslim. Hal

ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi alat pemasaran tetapi juga bagian
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dari sistem manajemen mutu yang mendukung keberlanjutan industri halal (Vanany et al.,
2019).

Rantai pasok halal didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur aspek
produksi dan distribusi barang serta jasa. Menurut Nurrachmi, implementasi rantai pasok halal
yang efektif harus mencakup aspek ketertelusuran, keamanan pangan, dan kepatuhan terhadap
standar halal yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Salah satu tantangan utama dalam
rantai pasok halal adalah memastikan bahwa setiap tahap proses dapat diaudit dan divalidasi
secara transparan untuk menghindari kontaminasi non-halal (Nurrachmi, 2017)

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek penerapan rantai pasok
halal di sektor industri besar. Aziz et al menyoroti bagaimana perusahaan-perusahaan besar di
Malaysia mengadopsi konsep Halal Supply Chain Management (HSCM) untuk meningkatkan
daya saing produk mereka. Namun, kajian ini lebih berfokus pada industri skala besar dan
belum banyak membahas implementasi zona halal di tingkat usaha mikro. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis strategi
penerapan zona halal bagi bahan mentah berskala mikro (Aziz et al., 2021)

Salah satu model strategis yang relevan dalam penerapan zona halal adalah ekosistem
Halal Value Chain (HVC). Menurut Muflih dan Juliana, HVC memainkan peran penting dalam
meningkatkan efisiensi dan integritas halal dalam rantai pasok. Dengan adanya sistem ini,
produk halal tidak hanya memenuhi syarat dari segi bahan baku, tetapi juga dalam aspek
produksi dan distribusi. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi HVC pada skala
mikro masih belum banyak dikaji dalam literatur yang ada (Muflih & Juliana, 2021)

Beberapa kendala utama dalam penerapan zona halal untuk bahan mentah berskala mikro
meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman mengenai standar halal, serta
tantangan dalam memperoleh sertifikasi halal. Studi oleh Amirullah (2021) menemukan bahwa
pelaku usaha mikro sering kali kesulitan memenuhi persyaratan sertifikasi halal akibat biaya
yang tinggi dan proses yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih adaptif
untuk membantu usaha mikro dalam mengimplementasikan zona halal secara efektif
(Amirullah, 2021).

Kebijakan pemerintah juga berperan penting dalam mendukung penerapan zona halal di
tingkat lokal. Prasetyo mencatat bahwa Kementerian Agama Indonesia telah memperketat
pengawasan terhadap sertifikasi halal self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini
bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat benar-benar memenubhi

standar halal. Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut, terutama
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dalam konteks penerapan di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya
manusia (Prasetyo, 2023)

Dari perspektif teknologi, digitalisasi dalam rantai pasok halal menjadi solusi potensial
dalam meningkatkan efisiensi dan ketertelusuran produk halal. Vanany et al mengusulkan
penggunaan blockchain sebagai alat verifikasi dalam rantai pasok halal untuk meningkatkan
transparansi dan mengurangi risiko kecurangan. Dengan penerapan teknologi ini, pelaku usaha
mikro dapat lebih mudah membuktikan kehalalan produk mereka tanpa harus menghadapi
kendala administratif yang kompleks (Vanany et al., 2019)

Kepercayaan konsumen terhadap produk halal juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan
budaya. Menurut penelitian Aziz et al, preferensi konsumen terhadap produk halal tidak hanya
didasarkan pada label sertifikasi tetapi juga pada reputasi produsen dan transparansi dalam
rantai pasok. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat mengenai pentingnya zona halal dalam menjaga kualitas dan
kehalalan produk (Aziz et al., 2021)

Secara global, standar halal terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan
industri dan regulasi di berbagai negara. Studi oleh Nurrachmi menunjukkan bahwa standar
halal di Indonesia semakin diperketat seiring dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap
produk halal bersertifikat. Hal ini menjadi tantangan bagi usaha mikro yang ingin memperluas
jangkauan pasarnya ke tingkat internasional. Dengan demikian, penelitian ini akan
memberikan wawasan tentang bagaimana usaha mikro dapat beradaptasi dengan perubahan
regulasi dan standar halal yang semakin kompleks (Nurrachmi, 2017)

Secara keseluruhan, kajian ini menyoroti pentingnya penerapan zona halal dalam rantai
pasok bahan mentah berskala mikro sebagai bagian dari strategi penguatan industri halal di
Indonesia. Dengan memahami tantangan dan peluang dalam implementasi konsep ini,
diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan

pelaku industri dalam mengembangkan model yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) untuk
menganalisis penerapan zona halal bagi bahan mentah berskala mikro, dengan fokus pada
model strategis dan tantangan di tingkat lokal. Kajian pustaka merupakan metode penelitian
yang mengandalkan sumber-sumber literatur sebagai data utama guna menggali konsep, teori,
dan temuan penelitian terdahulu yang relevan (Snyder, 2019). Metode ini dipilih karena

memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren, kesenjangan penelitian, serta
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mengembangkan kerangka kerja konseptual yang dapat diterapkan dalam konteks penerapan
zona halal.

Proses kajian pustaka dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan referensi dari
jurnal ilmiah, buku akademik, laporan riset, serta regulasi terkait industri halal. Sumber-sumber
utama diambil dari basis data terpercaya seperti Scopus, ScienceDirect, Springer, Google
Scholar, dan jurnal nasional terakreditasi (Okoli & Schabram, 2017). Untuk memastikan
kualitas dan relevansi, literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan
rentang waktu tujuh tahun terakhir (2017-2024) serta memiliki keterkaitan langsung dengan
topik halal supply chain, zona halal, dan sertifikasi halal bagi usaha mikro.

Langkah pertama dalam kajian pustaka adalah melakukan identifikasi literatur yang
relevan dengan menggunakan kata kunci seperti halal supply chain, zona halal, sertifikasi halal
mikro, dan strategi halal industri kecil. Setelah itu, dilakukan penyaringan terhadap dokumen
yang ditemukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi artikel yang
membahas konsep halal supply chain, regulasi dan standar halal, serta tantangan implementasi
di sektor usaha mikro (Rahman et al., 2020). Sementara itu, Kkriteria eksklusi mencakup
dokumen yang tidak relevan dengan fokus penelitian, serta literatur yang tidak memiliki
landasan empiris yang kuat.

Tahap berikutnya adalah analisis dan sintesis terhadap literatur yang telah dipilih.
Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk memahami pola-pola temuan
penelitian sebelumnya serta membandingkannya dalam konteks zona halal bagi bahan mentah
berskala mikro. Menurut Tranfield et al., metode ini efektif dalam mengintegrasikan berbagai
perspektif akademik dan memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap suatu fenomena
(Tranfield et al., 2021).

Untuk meningkatkan validitas kajian pustaka ini, penelitian ini juga menggunakan
metode systematic literature review (SLR). Pendekatan ini bertujuan untuk menyusun sintesis
literatur yang lebih sistematis dan terstruktur dalam rangka mengidentifikasi tren dan celah
penelitian yang masih belum terjawab (Kraus et al., 2020). SLR dilakukan dengan mengadopsi
model PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), yang
mencakup tahap identifikasi, penyaringan, eligibility, dan sintesis data dari literatur yang
terpilih (Moher et al., 2019).

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor regulasi dan kebijakan yang
berlaku di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan
kecil. Oleh karena itu, dokumen peraturan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

(BPJPH) serta publikasi Kementerian Agama dan Kementerian Perindustrian dijadikan sebagai
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sumber rujukan dalam analisis kebijakan (Prasetyo, 2023). Analisis kebijakan ini akan
membantu memahami sejauh mana regulasi yang ada dapat diterapkan secara efektif dalam
mendukung penerapan zona halal di tingkat lokal.

Hasil dari kajian pustaka ini akan disajikan dalam bentuk temuan utama terkait model
strategis, tantangan, dan rekomendasi implementasi zona halal bagi bahan mentah berskala
mikro. Sintesis temuan ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun implikasi teoritis
dan praktis yang dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebijakan
dan strategi yang lebih efektif. Metode kajian pustaka ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap literatur halal supply chain, khususnya dalam konteks
usaha mikro di Indonesia. Dengan mengkaji berbagai sumber akademik dan kebijakan,
penelitian ini dapat menawarkan wawasan baru mengenai bagaimana penerapan zona halal

dapat diperkuat sebagai bagian dari pengembangan industri halal nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Model Strategis Penerapan Zona Halal bagi Bahan Mentah Berskala Mikro

Zona halal merupakan konsep yang semakin banyak diterapkan dalam sistem rantai
pasok halal untuk memastikan kehalalan bahan mentah dari hulu ke hilir (Rahman et al., 2022).
Dalam konteks bahan mentah berskala mikro, penerapan zona halal memerlukan model
strategis yang memperhatikan aspek regulasi, infrastruktur, sertifikasi, dan pembinaan pelaku
usaha. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdullah et al., zona halal di sektor mikro
memerlukan intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi yang lebih fleksibel, pendampingan
teknis, serta kemudahan dalam proses sertifikasi halal. Model strategis ini juga harus
memperhitungkan keterbatasan sumber daya usaha mikro agar dapat diimplementasikan secara
efektif (Abdullah et al., 2023).

Salah satu model strategis yang dapat diterapkan adalah pendekatan berbasis klaster
halal, di mana usaha mikro yang bergerak dalam pengolahan bahan mentah dikonsolidasikan
dalam satu kawasan dengan standar halal yang seragam. Studi oleh Ismail et al, menunjukkan
bahwa model klaster halal di Malaysia telah berhasil meningkatkan kepatuhan usaha mikro
terhadap standar halal, mengurangi biaya produksi, serta memperkuat akses pasar bagi produk
halal. Model ini juga dapat diterapkan di Indonesia dengan menyesuaikan karakteristik usaha
mikro yang beragam dan tersebar di berbagai daerah (Ismail et al., 2021).

Faktor kunci dalam model strategis zona halal adalah kolaborasi antara pemerintah,
akademisi, dan sektor industri. Sinergi ini dapat menciptakan ekosistem halal yang lebih

inklusif dan berkelanjutan (Yusof et al., 2022). Akademisi dapat berperan dalam memberikan
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rekomendasi berbasis riset, sementara pemerintah bertanggung jawab dalam penyusunan
kebijakan yang mendukung usaha mikro. Adapun industri memiliki peran dalam pembinaan
dan fasilitasi infrastruktur halal, seperti laboratorium pengujian halal, penyediaan bahan baku
bersertifikasi halal, serta sistem logistik halal yang efisien.

Selain pendekatan klaster, model strategis lain yang dapat diterapkan adalah digitalisasi
sertifikasi halal melalui platform daring. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fadhlullah et
al., digitalisasi dalam sertifikasi halal dapat mengurangi hambatan administratif bagi usaha
mikro dan mempercepat proses verifikasi. Implementasi model ini telah diterapkan di beberapa
negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, di mana aplikasi berbasis blockchain
digunakan untuk memastikan keterlacakan produk halal dari sumber bahan mentah hingga ke
tangan konsumen (Fadhlullah et al., 2023).

Namun, penerapan model strategis zona halal juga menghadapi tantangan, salah satunya
adalah rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha mikro. Banyak usaha mikro yang
belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal serta manfaatnya dalam
meningkatkan daya saing produk (Hassan et al., 2022). Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan
menjadi bagian penting dalam model strategis zona halal agar para pelaku usaha dapat lebih
memahami dan menerapkan standar halal dengan baik.

Di samping itu, aspek pembiayaan juga menjadi kendala dalam implementasi zona halal.
Sertifikasi halal masih dianggap mahal bagi sebagian usaha mikro, terutama yang berada di
daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap layanan sertifikasi (Mukhtar et al., 2021).
Untuk mengatasi hal ini, perlu ada insentif dari pemerintah, seperti subsidi sertifikasi halal bagi
usaha mikro atau skema pembiayaan berbasis syariah yang dapat membantu mereka dalam
memenuhi persyaratan halal.

Terakhir, keberhasilan model strategis zona halal bergantung pada penguatan sistem
pengawasan dan kepatuhan. Pengawasan berbasis risiko yang menggunakan teknologi digital
dapat membantu otoritas halal dalam memastikan bahwa bahan mentah dalam zona halal
benar-benar memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan (Ali et al., 2023). Penggunaan
Internet of Things (l1oT) dan kecerdasan buatan dalam sistem pemantauan halal juga dapat
meningkatkan transparansi serta kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.
Model strategis zona halal bagi bahan mentah berskala mikro memerlukan pendekatan yang
holistik, mulai dari regulasi, digitalisasi, edukasi, pembiayaan, hingga pengawasan berbasis
teknologi. Dengan strategi yang tepat, zona halal dapat menjadi pilar utama dalam

pengembangan industri halal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
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Tantangan dalam Implementasi Zona Halal bagi Bahan Mentah Berskala Mikro

Implementasi zona halal bagi bahan mentah berskala mikro menghadapi berbagai
tantangan yang kompleks, terutama karena keterbatasan infrastruktur, regulasi yang masih
berkembang, serta kurangnya kesadaran di kalangan pelaku usaha mikro. Menurut penelitian
yang dilakukan oleh Hussin et al., usaha mikro sering mengalami kesulitan dalam memenuhi
standar halal karena keterbatasan modal, akses terhadap bahan baku bersertifikat halal, serta
kurangnya pemahaman tentang proses sertifikasi halal. Faktor-faktor ini menyebabkan adopsi
zona halal menjadi lambat dan kurang optimal dalam sektor bahan mentah (Hussin et al., 2023).

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur pendukung. Di banyak
daerah, fasilitas seperti laboratorium halal, tempat pemrosesan yang sesuai standar halal, dan
sistem logistik halal masih belum memadai (Rahman et al., 2022). Kurangnya infrastruktur ini
membuat usaha mikro kesulitan dalam memastikan bahwa seluruh rantai pasok bahan mentah
mereka memenuhi standar halal. Sebagai contoh, dalam penelitian oleh Yusof et al., disebutkan
bahwa hanya 30% dari usaha mikro di kawasan pedesaan yang memiliki akses terhadap
fasilitas halal bersertifikat (Yusof et al., 2021).

Selain infrastruktur, tantangan lainnya adalah ketidaksesuaian regulasi dengan kapasitas
usaha mikro. Regulasi halal yang ketat sering kali tidak mempertimbangkan skala ekonomi
usaha mikro, sehingga proses sertifikasi halal menjadi beban yang berat bagi mereka (Halim et
al., 2023). Misalnya, biaya sertifikasi halal yang tinggi dan prosedur yang kompleks sering kali
menghambat usaha mikro untuk mendapatkan sertifikasi, sehingga mereka cenderung
beroperasi tanpa jaminan halal yang resmi. Studi oleh Abdullah et al., menemukan bahwa lebih
dari 60% usaha mikro di sektor bahan mentah tidak memiliki sertifikat halal karena proses
perolehannya dianggap mahal dan memakan waktu lama (Abdullah et al., 2022).

Selain itu, rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha mikro juga menjadi
penghambat utama dalam implementasi zona halal. Banyak pelaku usaha mikro yang belum
memahami manfaat sertifikasi halal dan bagaimana cara menerapkannya dalam proses
produksi mereka (Ahmad et al., 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mansoor et al,
ditemukan bahwa edukasi halal yang kurang memadai menyebabkan banyak pelaku usaha
tidak menyadari pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk mereka
(Mansoor et al., 2023).

Tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan finansial bagi usaha mikro untuk
berpartisipasi dalam sistem zona halal. Sebagian besar usaha mikro menghadapi keterbatasan

modal dan akses terhadap pembiayaan syariah yang dapat membantu mereka mengadopsi
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standar halal (Mukhtar et al., 2021). Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, usaha mikro
kesulitan dalam meningkatkan kualitas produksi mereka agar sesuai dengan standar halal yang
telah ditetapkan oleh otoritas terkait.

Di samping itu, masih terdapat tantangan dalam pengawasan dan kepatuhan terhadap
standar halal. Sistem pengawasan halal yang berbasis risiko masih belum diterapkan secara
luas, sehingga banyak usaha mikro yang beroperasi tanpa melalui proses audit halal yang ketat
(Ali et al., 2023). Ketidakseimbangan dalam sistem pengawasan ini dapat menimbulkan risiko
bagi konsumen yang mengandalkan sertifikasi halal sebagai jaminan kualitas dan kepatuhan
syariah.

Tantangan dalam implementasi zona halal juga berasal dari rendahnya koordinasi antara
pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan lembaga sertifikasi halal. Menurut
studi yang dilakukan oleh Ismail et al, banyak usaha mikro yang mengalami kebingungan
dalam memahami regulasi halal karena kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga yang
terlibat dalam sertifikasi halal. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam prosedur sertifikasi
dan membuat usaha mikro semakin sulit untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
(Ismail et al., 2022).

Sebagai solusi terhadap tantangan ini, diperlukan pendekatan berbasis kebijakan yang
lebih inklusif serta strategi edukasi yang komprehensif bagi pelaku usaha mikro. Pemerintah
dapat memainkan peran dalam memberikan insentif bagi usaha mikro untuk memperoleh
sertifikasi halal, seperti subsidi biaya sertifikasi, program pelatihan halal yang lebih luas, serta
penyederhanaan proses sertifikasi (Rahman et al., 2023). Dengan pendekatan yang lebih
adaptif dan berorientasi pada kebutuhan usaha mikro, implementasi zona halal dapat lebih

mudah diterapkan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelaku usaha.

Peran Pemerintah dan Lembaga Sertifikasi dalam Implementasi Zona Halal bagi Bahan
Mentah Berskala Mikro

Implementasi zona halal bagi bahan mentah berskala mikro tidak dapat dilepaskan dari
peran pemerintah dan lembaga sertifikasi halal sebagai regulator utama. Pemerintah berperan
dalam menciptakan kebijakan yang kondusif, menyediakan infrastruktur pendukung, serta
memastikan keberlanjutan sistem sertifikasi halal (Rahman et al., 2023). Sementara itu,
lembaga sertifikasi halal bertugas mengawasi dan menjamin bahwa setiap bahan mentah yang
masuk ke dalam zona halal telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Salah satu peran utama pemerintah adalah menetapkan regulasi yang jelas dan mudah

diakses oleh pelaku usaha mikro. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan
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halal yang ada saat ini masih lebih mengakomodasi industri besar dibandingkan dengan usaha
mikro (Halim et al., 2023). Hambatan administratif dan birokrasi dalam proses sertifikasi halal
sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil, sehingga diperlukan reformasi kebijakan
yang lebih inklusif. Pemerintah dapat berperan dengan menyederhanakan regulasi,
memberikan insentif, serta mengembangkan program pendampingan bagi usaha mikro agar
mereka lebih mudah memperoleh sertifikasi halal (Ismail et al., 2022).

Selain regulasi, pemerintah juga perlu menyediakan infrastruktur halal yang mendukung
implementasi zona halal. Infrastruktur ini mencakup laboratorium pengujian halal, fasilitas
pemrosesan yang sesuai standar halal, serta jaringan distribusi yang memastikan bahan mentah
tetap terjaga kehalalannya (Rahim et al., 2022). Studi yang dilakukan oleh Abdullah et al.
(2023) menunjukkan bahwa di negara-negara dengan infrastruktur halal yang lebih baik,
tingkat adopsi sertifikasi halal oleh usaha mikro lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang
infrastrukturnya masih terbatas.

Lembaga sertifikasi halal juga memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan
kepatuhan terhadap standar halal. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kapasitas
lembaga sertifikasi halal masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemerataan akses
sertifikasi bagi pelaku usaha mikro (Yusof et al., 2021). Banyak usaha mikro yang mengalami
kesulitan dalam memahami prosedur sertifikasi karena kurangnya informasi yang jelas dari
lembaga sertifikasi halal. Oleh karena itu, lembaga sertifikasi harus lebih proaktif dalam
memberikan edukasi dan bimbingan kepada pelaku usaha mikro.

Salah satu tantangan yang dihadapi lembaga sertifikasi adalah keterbatasan sumber daya
dalam melakukan pengawasan terhadap zona halal. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga
sertifikasi halal masih terfokus pada industri besar, sementara usaha mikro sering kali luput
dari pemantauan (Ali et al., 2023). Untuk mengatasi masalah ini, lembaga sertifikasi dapat
memanfaatkan teknologi digital dalam proses audit halal, seperti penggunaan blockchain untuk
melacak rantai pasok bahan mentah secara transparan dan akurat (Mansoor et al., 2023).

Selain peran regulasi dan pengawasan, pemerintah dan lembaga sertifikasi juga harus
aktif dalam memberikan insentif bagi usaha mikro yang ingin memperoleh sertifikasi halal.
Insentif ini dapat berupa subsidi biaya sertifikasi, kemudahan akses terhadap pembiayaan
syariah, serta penyediaan pelatihan gratis bagi pelaku usaha mikro (Mukhtar et al., 2021). Studi
yang dilakukan oleh Rahman et al. (2023) menunjukkan bahwa di negara-negara yang
menerapkan program subsidi untuk sertifikasi halal, jumlah usaha mikro yang bersertifikat

halal meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir.
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Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, dan pelaku usaha mikro sangat
penting untuk memastikan keberhasilan implementasi zona halal. Studi yang dilakukan oleh
Ismail et al. (2022) menyoroti bahwa keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas dalam
proses sertifikasi halal dapat meningkatkan kepatuhan dan adopsi sertifikasi halal di tingkat
usaha mikro. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik antara
pemerintah, lembaga sertifikasi, serta pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem halal yang
lebih inklusif.

Selain itu, pendekatan berbasis edukasi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat
implementasi zona halal. Pemerintah dan lembaga sertifikasi dapat bekerja sama dengan
institusi akademik dan organisasi masyarakat untuk memberikan pelatihan halal kepada pelaku
usaha mikro (Ahmad et al., 2022). Dengan edukasi yang lebih baik, pelaku usaha dapat lebih
memahami pentingnya standar halal dan bagaimana cara menerapkannya dalam bisnis mereka.

Dengan adanya peran aktif pemerintah dan lembaga sertifikasi, implementasi zona halal
bagi bahan mentah berskala mikro dapat berjalan lebih efektif. Reformasi regulasi, penguatan
infrastruktur, pemanfaatan teknologi, serta pemberian insentif menjadi langkah-langkah
penting yang dapat diambil untuk meningkatkan tingkat adopsi halal di sektor usaha mikro.
Dengan strategi yang tepat, zona halal dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dan

meningkatkan daya saing produk halal di pasar global.

Teknologi dan Inovasi dalam Implementasi Zona Halal untuk Bahan Mentah Berskala
Mikro

Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi telah memainkan peran penting
dalam meningkatkan efektivitas implementasi zona halal, terutama dalam memastikan
transparansi dan akuntabilitas rantai pasok bahan mentah berskala mikro. Teknologi seperti
blockchain, Internet of Things (loT), dan big data analytics telah diterapkan untuk
meningkatkan efisiensi sertifikasi halal dan memudahkan pelacakan produk halal dari sumber
hingga konsumen akhir (Rahman et al., 2023). Inovasi ini memungkinkan peningkatan standar
halal secara lebih efektif, terutama bagi usaha mikro yang sebelumnya menghadapi tantangan
dalam pembuktian kehalalan produk mereka.

Blockchain menjadi salah satu teknologi yang paling menjanjikan dalam pengelolaan
zona halal. Dengan menggunakan sistem pencatatan digital yang tidak dapat diubah,
blockchain memungkinkan transparansi penuh dalam rantai pasok halal, di mana setiap tahap
produksi dan distribusi dapat diverifikasi secara real-time oleh otoritas sertifikasi dan
konsumen (Halim & Ismail, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah et al. (2023)
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menemukan bahwa implementasi blockchain dalam industri halal telah meningkatkan
kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal hingga 40%.

Selain blockchain, 10T juga berkontribusi dalam pengelolaan zona halal dengan
memberikan sistem pemantauan otomatis terhadap kondisi bahan mentah. Sensor berbasis loT
dapat mendeteksi suhu, kelembaban, dan kontaminasi yang dapat mempengaruhi status halal
suatu bahan (Ismail et al., 2022). Penerapan teknologi ini di beberapa negara seperti Malaysia
dan Uni Emirat Arab telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi risiko
kontaminasi silang antara produk halal dan non-halal (Rahim et al., 2023).

Big data analytics juga menjadi alat penting dalam meningkatkan efisiensi sistem
sertifikasi halal bagi usaha mikro. Dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan dari berbagai
sumber, otoritas sertifikasi dapat mengidentifikasi pola produksi, distribusi, serta potensi risiko
dalam rantai pasok halal (Ali et al., 2023). Studi yang dilakukan oleh Mansoor et al. (2023)
menunjukkan bahwa penggunaan big data dalam analisis sertifikasi halal dapat mempercepat
proses sertifikasi hingga 50% dibandingkan dengan metode konvensional.

Meskipun berbagai teknologi ini menawarkan solusi inovatif, masih terdapat beberapa
tantangan dalam implementasinya, terutama bagi usaha mikro. Salah satu kendala utama adalah
keterbatasan sumber daya dan akses terhadap teknologi canggih (Mukhtar et al., 2021). Banyak
pelaku usaha mikro yang masih belum memiliki kapasitas finansial dan pengetahuan teknis
untuk mengadopsi sistem berbasis blockchain atau 10T. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan
dari pemerintah dan lembaga terkait dalam bentuk subsidi teknologi dan program pelatihan
bagi usaha mikro.

Selain itu, resistensi terhadap perubahan juga menjadi tantangan dalam penerapan
teknologi halal. Beberapa pelaku usaha mikro masih enggan beralih ke sistem digital karena
mereka terbiasa dengan metode tradisional dalam pengelolaan produksi dan distribusi (Yusof
et al., 2021). Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih luas perlu dilakukan agar
pelaku usaha memahami manfaat jangka panjang dari adopsi teknologi halal dalam
meningkatkan daya saing produk mereka.

Keamanan data juga menjadi perhatian utama dalam penerapan teknologi dalam zona
halal. Penggunaan blockchain dan big data analytics membutuhkan infrastruktur keamanan
yang kuat untuk mencegah kebocoran data dan penyalahgunaan informasi oleh pihak yang
tidak bertanggung jawab (Ahmad et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga
sertifikasi halal harus bekerja sama dalam mengembangkan regulasi yang dapat melindungi
data pelaku usaha serta memastikan sistem teknologi yang digunakan aman dan dapat

diandalkan.
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Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapan teknologi dalam zona halal,
potensinya untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan dalam industri halal sangat besar.
Dengan adanya inovasi seperti blockchain, 10T, dan big data, pelaku usaha mikro dapat lebih
mudah dalam mengelola sertifikasi halal dan memastikan kepatuhan terhadap standar halal
yang berlaku. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi sangat
dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem halal berbasis teknologi yang inklusif dan

berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan zona halal untuk bahan mentah berskala
mikro sebagai strategi dalam memperkuat ekosistem halal di tingkat lokal. Berdasarkan kajian
pustaka dan analisis terhadap berbagai tantangan serta peluang implementasi, dapat
disimpulkan bahwa penerapan zona halal memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan
kepatuhan terhadap standar halal, memperkuat daya saing usaha mikro, serta meningkatkan
kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Namun, keberhasilan implementasi zona halal
bergantung pada beberapa faktor utama, seperti regulasi yang jelas, dukungan teknologi, serta
keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan lembaga
sertifikasi halal.

Teknologi memainkan peran krusial dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi
dalam pengelolaan zona halal, terutama melalui penerapan blockchain, 0T, dan big data
analytics. Meskipun demikian, tantangan dalam aksesibilitas teknologi bagi usaha mikro serta
resistensi terhadap perubahan masih menjadi kendala yang harus diatasi. Regulasi yang belum
sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan usaha mikro juga menjadi hambatan dalam
pelaksanaan zona halal yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih
inklusif dalam merancang kebijakan dan regulasi yang dapat mendukung keberlanjutan zona
halal bagi usaha berskala mikro. Penerapan zona halal tidak hanya memberikan dampak positif
terhadap kepatuhan standar halal, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
lokal dengan memberikan akses yang lebih luas bagi usaha mikro untuk masuk ke pasar halal
global. Kolaborasi antara akademisi, industri, dan regulator sangat dibutuhkan untuk
menciptakan model zona halal yang efektif dan berkelanjutan..

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan
oleh institusi pendidikan tinggi dalam mengoptimalkan pemanfaatan platform digital:

a. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Berbasis Usaha Mikro
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Pemerintah dan lembaga sertifikasi halal perlu mengembangkan regulasi yang lebih
inklusif dan mudah diakses oleh usaha mikro. Hal ini dapat dilakukan dengan
menyederhanakan proses sertifikasi halal, memberikan insentif bagi usaha mikro yang
berkomitmen pada standar halal, serta membangun mekanisme pemantauan yang lebih
adaptif terhadap tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil.
b. Peningkatan Literasi Teknologi dan Inovasi dalam Zona Halal
Untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap teknologi, diperlukan program edukasi
dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dalam pemanfaatan teknologi halal, seperti
blockchain dan I0oT. Lembaga pendidikan dan akademisi dapat berperan dalam
mendesain kurikulum berbasis industri halal yang dapat membantu usaha mikro dalam
mengadopsi inovasi teknologi dalam proses produksi dan distribusi bahan mentah halal.
c. Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Implementasi Zona Halal
Keberlanjutan zona halal membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah,
industri, akademisi, dan komunitas usaha mikro. Kemitraan strategis antara berbagai
pemangku kepentingan dapat mempercepat adopsi kebijakan halal yang efektif,
menciptakan insentif bagi pelaku usaha, serta memastikan adanya dukungan teknis dan

finansial untuk implementasi zona halal yang berkelanjutan.
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